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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunya peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat
ini. Peran penting tanah dalam kehidupan manusia adalah untuk tempat tinggal,
melakukan kegiatan, tumbuhnya vegetas yang sangat berguna bagi kepentingan
hidup manusia, berkembangnya hewan yang sangat berguna bagi manusia dan
mengandung barang tambang atau bahan galian yang berguna bagi manusia
Sebagaimana sifat alamiah manusia membutuhkan tanah sebagai tempat
beraktivitas dan mencari penghidupan, maka hubungan manusia dan tanah adalah
tidak dapat terpisahkan. Sifat alamiah manusia hidup berkelompok tersebut tidak
menafikkan kenyataan bahwa manusia juga individu yang membutuhkan
pengakuan eksistens diri dalam hal kepemilikan tanah tersebut, |ebih jauh muncul
mekanisme pertukaran, peminjaman dan jua-beli. Setelah mengetahui bahwa
fungs tanah bisa diperjual belikan atau dihibahkan maupun diwasiatkan muncul

konflik sehingga hal ini lah yang mendorong dibuatnya undang-undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria untuk kemudian disebut UUPA ( Lembaran Negara Tahun 1960 No.104)

telah mengatur bahwa tanah di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia harus



didaftarkan atau diinventarisasikan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 23 (1)
UUPA yang berisikan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya
dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Pasa 19 ayat (1) UUPA
mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan -

ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Tahun 1997 No.24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.10
Tahun 1961. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pendaftaran, syarat-
syarat baik pendaftaran tanah untuk pertama maupun pemeliharaan dan
pendaftaran tanah, termasuk mengatur pendaftaran karena peralihan. Menurut
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dijelaskan salah satu tujuan
pendaftaran tanah adalah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan
tertib administrasi di bidang pertanahan, hal ini merupakan persyaratan hak milik
atas tanah dan hak-hak atas tanah lainnya agar benar-benar mendapat jaminan

kepastian hukum.

Setiap peralihan atau perubahan hak milik atas tanah atau hak-hak atas tanah
lainnya harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal

36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berisikan:



a Pemdiharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan
padadatafisik atau yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
b. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagai

mana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Pertanahan.

Perubahan data fisik seperti yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tersebut di
atas terjadi kalau diadakan pemisahan, pemindahan atau penggabungan bidang —
bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis misalnya jika diadakan
pengelolaan atau pemindahan hak atas tanah yang sudah didaftar. Dengan adanya
ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, dapat diketahui bahwa dalam melakukan perubahan atau
peralihan pada setigp hak milik tanah maupun hak-hak atas tanah lainnya wajib
didaftarkan, dimana hal itu dilakukan agar perselisihan mengenai penguasaan hak
milik atas tanah dan hak-hak atas tanah lainnya dapat dihindarkan dan juga
memberikan jaminan kepastian hukum agar buku tanah selau sesuai dengan
keadaan yang sesungguhnya maka setigp peralihan hak yang mengakibatkan

perubahan atas buku tanah harus dicatat di Kantor Pertanahan.

Dalam ketentuan umum buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dinyatakan bahwa tugas pendaftaran tanah itu ditugaskan kepada Direktorat
Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dengan
Kantor-Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah di daerah-daerah Tingkat 1l
(sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). Dalam melaksanakan tugas
tersebut kepala kantor pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan

peabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menurut



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dimana pejabat tersebut diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri Negara AgrarialKepala BPN. Untuk
mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam melakukan perbuatan hukum mengenai tanah, dapat ditunjuk PPAT
sementara. Yang dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara itu adalah peabat
pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu camat

(Soerodjo, 2003:119)

Daam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan bahwa di dalam
pelaksanaan administrasi pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan dan
status sebenarnya mengena bidang tanah bersangkutan, baik yang menyangkut
data fislk mengena bidang tanah tersebut maupun mengena hubungan hukum
yang menyangkut bidang tanah, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan
pencatatan data yuridis khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah
tercatat sebelumnya, peran PPAT sangatlah penting sebab menurut ketentuan di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila

dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sudah dikenal sgjak berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang merupakan
Peraturan Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam hal ini

Pegjabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) berfungs sebagal Pegjabat Pembuat Akta



Tanah yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru, atau
membebankan hak atas tanah. Camat sebaga PPAT menurut Peraturan
Pemerintah N0.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pegjabat Pembuat Akta
Tanah pada dasarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam pemeliharaan
data pendaftaran tanah, yaitu dengan membuat alat bukti mengena telah
terjadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah yang kemudian dijadikan
dasar untuk mendaftar perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan

hukum itu (Soerodjo, 2003:140-141).

Lampung terkenal sebagai daerah dengan tingkat konflik agraria atau pertanahan
tertinggi di Indonesia (http://print.kompas.com/baca/2015/06/24/sengketa-lahan-
picu-dua-bentrokan). Salah satunya adalah Kecamatan Gunung Sugih. Kecamatan
Gunung Sugih memiliki perkembangan dan kemauan ekonomi yang diiringi
dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah dengan berbagai macam
alasan dan kegunaan baik untuk tempat tinggal maupun keperluan lain. Dalam
mendapatkan hak atas tanah tersebut masyarakat memperolehnya dari berbagai
macam cara diantaranya diperoleh dari jua-beli, warisan atau hibah, dan lain-lain.
Hal tersebut menimbulkan peralihan atau perubahan kepemilikan atas tanah yang
mana hal ini tidak terlepas dari peran camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sementara. Tetapi dalam prakteknya di Kecamatan Gunung Sugih sendiri
masih sering terjadi peraihan hak milik atas tanah yang dilakukan belum
didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, ha ini disebabkan transaks tanah
yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah maupun pembebanan hak atas
tanah dilakukan masyarakat dengan cara dibawah tangan atau dihadapan kepala

desa/lurah, sehingga tidak menutup kemungkinan ada pihak yang dirugikan.



Berdasarkan hasil wawancara pada tangal 6 Februari 2015 dengan Himawan
Singgih selaku Staff Pegjabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Gunung Sugih
menyebutkan bahwa peranan camat dalam Pegjabat Pembuat Akta Tanah yakni
hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak, perlu dahulu diketahui bahwa
peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena beralih atau dialihkan. Beralih
misalnya karena warisan, adapun dialihkan misalnya karena jua beli, tukar
menukar, hibah, dan pernyataan moda berupa bidang tanah kedalam suatu
perusahaan. Berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan olenh PPAT, untuk bisa
berlangsungnya transaksi dan penerbitan akta yang harus dipersigpkan oleh
penjual dan pembeli tanah adalah hanya sertifikat adi (kalau belum ada, maka
penggantinya adalah alat bukti lain yang dikuatkan oleh surat keterangan lurah
dan camat setempat mengenai kebenaran kepemilikan atas tanah oleh penjual).
Sebelum lurah dan camat memberikan surat keterangan tersebut, maka lurah dan
camat hendaklah menelusuri secara akurat mengenai kebenaran sertifikat adli (jika

ada), atau bukti kepemilikan lainnya.

Ha ini juga ditegaskan oleh Ardi Syahrial selaku sekretaris camat melalui
wawancara pada tanggal 13 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa kurangnya
kesadaran masyarakat tersebut untuk mendaftarkan setiap peralihan, perubahan
hak milik atas tanah maupun hak-hak atas tanah lainnya. Hal ini dikarenakan ada
anggapan dalam masyarakat bahwa untuk mengurus pendaftaran tanah
memerlukan proses yang rumit, memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang
besar. Dalam hal ini sdlayaknya camat sebaga Pegabat Pembuat Akta Tanah
sementara, Camat Gunung Sugih dapat memberikan pengertian dan penyuluhan

kepada masyarakat di wilayahnya mengenal arti penting pendaftaran tanah.



Berdasarkan deskrips tentang pembuatan akta tanah di Kecamatan Gunung Sugih
maka perlu diketahui peran Camat sebagai PPAT sementara dalam pemeliharaan
data pendaftaran tanah karena akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi
pelaksanaan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah. Camat sebagai PPAT
Sementara bertanggung jawab memeriksa syarat-syarat untuk sahnya pembuatan

hukum atas tanah yang bersangkutan.

Kecamatan Gunung Sugih merupakan ibukota Kabupaten Lampung Tengah,
memiliki luas wilayah sebesar 130,12 sehingga banyaknya sengketa tanah yang
terjadi karena luas tanah yang cukup besar. Dari aspek sgarah Kecamatan
Gunung Sugih, penulis mendapat informasi dari Kepala Seksi Kecamatan Gunung
Sugih bahwa dalam proses pemeliharaan pendaftaran tanah, faktor-faktor yang
sering menjadi penyebab terjadinya pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah
yang disebabkan peralihan hak karena jua-beli. Faktor ini menjadi kasus yang
paling sering muncul dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah di
berbagal kecamatan di Lampung Tengah. Sehingga dengan mempertimbangkan
pada aspek tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian pada proses
pemeliharaan data pendaftaran tanah karena jual-beli. Berikut tingkat kepemilikan

sertifikat tanah karenajual beli:

Tabel 1. Tingkat Kepemilikan akta tanah karena Jua-Beli Di Kecamatan Gunung
Sugih

Jumiah Jumiah Persentase Yang
Tahun Persl Sertifikat Memiliki Sertifikat
Tanah (%)
2012 8723 4298 49,2
2013 8723 4361 49,9
2014 8723 4227 48,7

Sumber : Kecamatan Gunung Sugih tahun 2014




Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah kepemilikan akta tanah pada tahun 2014
karena proses jua beli di Kecamatan Gunung Sugih, tingkat kepemilikan tersebut
mengalami penurunan. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan
penelitian mengapa tingkat persentase kepemilikan tanah mengalami penuruan di

Kecamatan Gunung Sugih.

Berdasarkan latar belakang mengena permasalahan pendaftaran tanah dan
pemeliharaan data dalam lingkup kerja kecamatan, maka menarik untuk diteliti
lebih mendalam mengena kinerja camat sebagal Pegjabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam meningkatkan tertib administrasi pertanahan sehingga judul yang
diangkat dalam penelitian ini adalah Evaluas Kinerja Camat Sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan pada

tahun 2014 (Studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagamana Kinerja Camat Sebagal Pegabat Pembuat Akta Tanah daam
Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 20147

b. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Camat Gunung Sugih sebagai

Peabat Pembuat Akta Tanah?



C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah:

a

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja camat sebagal Pejabat
Pembuat akta Tanah dalam meningkatkan tertib administrasi pertanahan di
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat kinerja Camat
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagal Pejabat Pembuat Akta

Tanah dalam meningkatkan tertib adminitrasi pertanahan;

Kegunaan Pendlitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka pendlitian ini diharapkan

berguna:

a

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
pemikiran bagi pengembangan Ilmu Adiministrass Negara tentang
Administrasi Pertanahan;

Secara praktis, sebagai pengetahuan dan masukkan untuk bahan
pertimbangan Camat sebagai Pegabat Pembuat Akta Tanah dalam
meningkatkan tertib administrasi pertanahan di Kecamatan Gunung Sugih

Kabupaten Lampung Tengah;,



